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ABSTRAK

Ririn Yuni Ariska, NPM. 1705170103. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Skripsi. 2021

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di
bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan
menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau
ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif dengan teknik dokumentasi. Sampel
penelitian ini berjumlah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan
Belanja Modal tidak Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah, namun secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Belanja Modal Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal
dan Kinerja Keuangan Pemerintah
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya
terkandung tiga misi utama vyaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan
efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan
menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpatisipasi dalam
pembangunan  (Mardiasmo, 2019). Anggaran daerah merupakan rencana
keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan

pelayanan kepada publik.

Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan APBD. Seluruh penerimaan
dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa
pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri
dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk
keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah, serta pembiayaan
anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah.
Sehingga dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat

mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif (Kawedar, 2013).

Dalam kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik
mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi
kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang

ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan

1



korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif
dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit Kkerja,
sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat
kinerja tertentu (Saragih, 2020). Oleh sebab itu alokasi dana yang digunakan
untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat
yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi

pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal dalam APBD untuk menambah aset tetap pemerintah daerah yang salah
satunya adalah infrastruktur di daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran
anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan
dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71, 2010). Pada dasarnya
belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang
sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah
bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk
fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja
rutin yang relatif kurang produktif. Padahal pemanfaatan belanja daerah
hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan

aktivitas pembangunan (Saragih, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran Kinerja

merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah



telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan

(Khairunnisa, 2018).

Menurut (Pilat, J. J., & Morasa, 2017) “Sistem pengukuran kinerja sektor
publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.” Sedangkan
menurut (Ardila, 2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat
penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak
diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk

mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik”.

Kinerja Keuangan
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Gambar 1.1

Fenomena Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Di Sumatera Utara sendiri, fenomena mengenai Kinerja keuangan masih
mencerminkan bahwa persentase rasio kemandirian yang masih sangat rendah
terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah kabupaten/kota Provinsi

Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga



menyebabkan pemerintah kabipaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung
dengan pemerintah pusat. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017
hingga 2018 kinerja keuangan rasio kemandirian meningkat setiap tahunnya.
Namun pada tahun 2019 hingga 2020 kinerja keuangan di Sumatera Utara
memiliki rasio kemandirian yang kurang stabil dikarenakan pada tahun 2019
hingga 2020 di Indonesia khususnya di pemerintah kabupaten/kota Provinsi
Sumatera Utara mengalami penurunan ekonomi yang disebabkan oleh adanya

virus Covid-19.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah diharapkan dapat
meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan
mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah tersebut.Tujuannya
adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah

secara mandiri sehingga tidak menggantungkan diri pada pemerintah pusat.

Adapun Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja
Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2017 s/d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No e Tahun Pendggs::rr: Asli .Dana Belanja Modal KK
Kota Perimbangan

2017 | 12.368.730.487.859 | 1.364.133.720.884.400 | 35.014.602.821.980 | 0,09

Kap, | 2018 | 14952048.711.329 | 11.766.214574870 230.200.116.402 | 1,27

" | Asahan 2019 149.647.030.441 1.198.101.351.385 304.478575.304 | 0,13

2020 | 15.930.833.349.194 | 107.118.560.667.100 | 14.698.302.306.525 | 0,15




2017 | 12.848.975.133.188 |  790.001.619.650 | 26.070.596.896.400 | 16,26
Kab. | 2018 7.390.682.960.345 951.857.095.064 201.561.437.852 | 7,76
Dairi %019 74.360.339.717 826.507.837.823 197.567.865.963 | 0.09
2020 8.975.899.787.384 855.999.183.000 | 13.959.877.798.880 | 10,49
2017 | 84.928.615.115.113 | 1.987.560.013.808 | 74.145.689.703.263 | 42,73
Kab. [2018 | 72.964.850.448.868 | 1.992.298.798.336 670.584.193.040 | 36,62
Se[r)gz:\lng 2019 1.167.794.977.442 | 2.000.833.953.988 703.280.070.640 | 0,58
2020 | 80.971.982.926.842 | 183.729.462.298.800 | 48.030.532.565.190 | 0,44
2017 | 15.786.672.097.613 |  832.636.278.000 | 33.953.524.097.711 | 18,96
Kab. |[2018 1.319.020.016.711 970.993.634.321 804.270.116.711 | 1,36
Tégfoh 2019 1.773.705.129 1.531.356.154 757.048.872 1,16
2020 1.379.102.962 1.379.111.962 685.819.658 1,00
2017 | 12.467.401.737.534 | 908.583.176.239 | 27.792.102.065.300 | 13,72
Kab. |[2018 | 16.279.447.201.674 |  908.583.176.239 130.178.414.287 | 17,92
%]aggpua 2019 175.335.685.316 935.148.005.724 238.729.009.917 | 0,19
2020 | 16.148.660.911.915 | 80.335.912.740.100 | 13.662.134.387.900 | 0,20
2017 | 13.971.764.785509 | 1.868.902.371.908 | 52.716.870.172.216 | 7,48
Kab, | 2018 1.834.309.558.986 | 1.832.309.558.986 | 1.340.032.943.000 | 1,00
Langkat 5419 2.491.123.054 2.226.184.130 1.212.698.537 1,12
2020 1.941.036.354 1.941.036.354 1.086.116.531 1,00
2017 8.058.168.893.702 | 1.086.204.333.000 | 26.824.339.753.800 | 7,82
Mﬁﬁgé\n 2018 8.480.992.349.646 | 1.071.095.267.000 199.849.014.896 | 7,92
,\jgﬁal 2019 98.758.815.327 979.280.101 206.392.843.127 | 10,84
2020 9.045.477.718.454 741.093.645. 13.815.220.087.464 | 12,58
2017 9.572.616.774.420 | 59.949.352.008.400 | 23.952.386.063.100 | 0,16
Kab. | 2018 8.875.460.611.477 611.725.678.757 207.016.876.762 | 14,91
Nias 019 107.632.139.179 621.468.917.081 190.454.026.585 | 0,17
2020 | 10.375.539.288.174 | 54.790.503.401.400 | 14.534.576.861.640 | 0,19
2017 | 25.266.301.552.868 | 165.191.353.446.700 | 29.371.345.061.800 | 0,15
Silfnztl)ﬁn 2018 3.156.679.451.580 | 2.816.179.451.580 | 1.688.946.321.000 | 1,12




gun | 2019 2.442.089.255 2.347.472.353 1.243.341.478 1,04
2020 2.426.599.490 2.426.599.589 1.126.357.674 1,00
2017 11.744.894.750.400 | 83.302.784.892.400 | 27.723.185.274.100 | 0,14
Kab. |[2018 1.259.997.958.244 1.243.242.590.237 920.379.409.000 | 1,01
10. | Tapanul
i Selatan | 2019 1.588.288.029 1.482.795.842 659.619.123 1,07
2020 1.565.235.574 1.565.235.575 591.887.671 1,00
2017 7.271.030.859.053 832.636.278.000 16.752.131.440.309 | 8,73
Kab. | 2018 7.666.088.341.033 905.749.933.000 220.747.371.092 | 8,46
11. | Tapanul
i Tengah | 2019 88.441.123.323 863.854.168.332 219.450.399.719 | 0,10
2020 8.746.931.763.221 | 84.479.694.535.100 | 24.431.643.935.800 | 0,10
2017 15.806.727.985.800 | 82.836.161.595.900 | 15.584.495.391.011 | 0,19
Kab. |[2018 11.516.030.220.100 868.012.988.517 181.662.031.563 | 13,27
12. | Tapanul
i Utara | 2019 123.753.915.831 898.881.627.467 194.947.102.674 | 0,14
2020 13.337.509.496.544 | 80.957.022.480.700 | 33.915.997.933.936 | 0,16
2017 5.484.082.364.603 798.493.519.928 19.923.003.116.025 | 6,87
Kab. |[2018 5.229.896.580.340 716.254.774.000 152.970.216.966 | 7,30
13. Toba
Samosir | 2019 68.046.526.605 735.587.572.963 135.339.350.834 | 0,09
2020 5.740.316.293.328 | 65.935.863.265.300 | 6.658.319.921.700 | 0,09
2017 13.921.762.169.748 719.167.216.158 15.405.996.229.396 | 19,36
K 2018 13.587.092.063.289 725.647.284.000 214.254.227.112 | 18,72
14, ‘ot
Binjal 5019 108.954.525.370 722.172.307.255 127.213.320.411 | 0,15
2020 11.227.358.610.162 | 66.581.131.600.000 | 10.221.580.925.911 | 0,17
2017 173.975.692.263.350 | 212.276.941.979.679.300 | 99.747.599.190.200 | 0,82
Kota | 2018 163.620.451.468.353 |  2.157.180.424.946 735.996.886.210 | 75,85
15.
Medan 579 1.829.665.882.248 2.156.807.334.247 992.661.245.694 | 0,85
2020 150.948.358.816.701 | 205.622.307.397.800 | 30.827.827.805.733 | 0,73
2017 10.544.509.320.423 | 76.454.744.576.200 | 26.283.598.678.400 | 0,14
PKOta 2018 997.384.585.394 977.912.719.161 808.465.215.000 | 1,02
16. ematan
9 2019 1.070.253.953.475 948.523.364 597.491.807 1,13
Siantar
2020 1.052.660.950 1.052.660.950 546.406.258 1,00




2017 | 10.367.220.393.817 | 49.049.963.081.800 | 12.482.437.493.652 | 0,21
Kota | 2018 | 8124573381160 |  512.639.624.901 142.467.823.362 | 15,85
H+ | sibolga g1 69.312.217.832 502.391.227.055 81.569.259.139 | 0,14
2020 | 7.953.93L.641.203 | 46.420.815.400.800 | 8.604.123.737.600 | 0,17
2017 | 6.510.826.661552 | 53.980.490.006.000 | 12.495.057.956.400 | 0,12
Kota | 2018 831.473.050.228 625.773.050.228 530.190.296.000 | 1,33

18. | Tanjung
Balai | 2019 656.100.953 648.523.364 597.491.807 113
2020 744.302.284 745.464.770 398.745.108 1,00
2017 | 1.132.287.468.717 | 56.691.782.968.400 | 18.415.616.247.800 | 0,02
Kota | 2018 790.416.665.396 704.172.428.178 547.815.047.000 | 1,12

19. | Tebing
Tinggi | 2019 744.910.136 419.071.661 712.955 521 178
2020 600.925.434 656.652.861 380.088.729 0,92
2017 | 10.964.041.928.055 | 67.318.939.711.800 | 18.409.396.756.676 | 6,62
. Pgd";f]‘g 2018 | 7.506.357.509.273 641.432.737.569 184.093.967.563 | 11,70
' Sid::]”p“ 2019 87.432.283.185 693.704.664.731 856.448.347 0,13
2020 | 6.400.414.263.459 | 60.384.664.595.600 | 6.637.904.947.614 | 0,11
2017 | 2932.048744.676 |  442.967.749.000 | 13.836.342.736.676 | 6,62
Kab. [2018 | 2.006.120.792.274 |  431431.968.000 118.336.626.035 | 4,65

21. | Pakpak
Bharat | 2019 33.515.937.645 462.549.741.238 145.937.021.774 | 0,07
2020 | 2.160.079.928.298 | 39.512.004.534.200 | 6.370.228.729.500 | 0,05
2017 | 1845026670007 | 768.617.877.771 | 22.232.843.792.400 | 2,40
Kab. [2018 | 1.960.573478.242 |  771.604.298.994 221.305.834.645 | 254
2 selaan [ 7018 25.664.883.761 859.504.478.763 238.978.343.319 | 0,03
2020 | 1.650.880.414570 | 96.846.432.032.000 | 20.343.451.312.526 | 0,02
o |00 | 8550835702701 | 7199323167600 | 2247029537070 | 0.12
Homban 2018 | 9.273585.381.293 |  681.797.476.833 168.860.963.829 | 13,60
23' Hasund | 2019 73.757.931.630 707.685.265.766 177.278522.408 | 0,10
M 020 | 6793760474672 | 64.988.803.158300 | 11.846.493.550.900 | 0.10
2017 | 10.731.129.022.863 | 102.414.817.038.300 | 23.860.491.131.100 | 0,10
“ Sefggﬁg 2018 | 16.438.207.021.304 | 1.128.928.302.000 | 349.104.338.217 | 17,22




Bedagai | 2019 1.647.549.345 1.577.040.180 797.088.981 1,05
2020 1.603.911.841 1.665.849.841 722.092.473 0,96
2017 4.744.662.338.936 615.308.732.000 186.281.849.902 | 7,71
Kap, | 2018 4.744.662.338.936 615.308.732.000 186.281.849.902 | 7,71
2| samosir 2019 60.497.449.963 636.204.549.291 164.093.834.379 | 0,10
2020 6.037.380.662.991 | 54.554.098.893.300 | 10.796.658.063.827 | 0,11
2017 6.694.479.637.652 | 78.199.782.428.000 | 16.442.000.264.600 | 0,09
Kab. |[2018 6.322.591.617.300 784.874.225.863 139.977.493.680 | 8,06

26. | Batubar
a 2019 1.335.269.414 1.208.154.445 625.198.759 1,11
2020 1.257.910.799 1.356.120.136 559.938.068 0,93
2017 52.299.754.095 715.103.544.000 247.447.823.079 | 0,07
Kab. |[2018 5.652.905.975.000 961.343.088.579 221.963.650.130 | 5,88

27. | Padang
Lawas | 2019 13.475.924.959 743.812.943.726 204.458.003.516 | 0,02
2020 4.405562.127.444 | 72.202.863.417.100 | 14.336.654.180.800 | 0,06
2017 7.452.491.969.280 | 70.933.308.017.600 | 31.257.117.220.000 | 0,11
” Pgda:ﬁg 2018 7.430.609.749.989 700.703.635.068 196.036.175.259 | 10,60
bi‘;"f‘; 2019 42.929.111.657 763.032.737.308 247.484.629.027 | 0,06
2020 5.196.961.958.800 | 69.557.253.549.600 | 15.215.518.088.300 | 0,07
2017 41.169.542.000 741.734.194.000 227.492.997.052 | 0,06
ng‘fha 2018 930.600.477.992 889.737.191.660 719.576.678.000 | 1,05
2 g‘eai‘;‘r’] 2019 1.025.077.259 950.982.910 522.537.176 1,08
2020 1.048.005.583 1.048.005.583 479.053.624 1,00
2017 43.182.972.000 707.636.391.000 74592.574.628 | 0,06
L;)?ﬁ]a 2018 5.701.069.054.581 | 8.642.562.014.242 223.037.632.087 | 6,60
* rb'?aart; 2019 70.122.562.532 817.231.451.960 258.116.878.081 | 0,09
2020 5.549.409.570.223 | 71.952.716.992.900 | 10.341.624.303.659 | 0,08
2017 7.517.385.818570 | 55.570.664.734.600 | 25.167.586.917.500 | 0,14
Kab. [2018 | 14.068.379.741.907 564.777.933.815 195.095.726.869 | 24,91
* ul\ﬂaarsa 2019 57.961.363.629 659.120.965.964 258.215.519.657 | 0,09
2020 5.887.896.997.409 | 55.900.474.498.900 | 17.799.276.057.578 | 0,11




2017 36.239.996.548 506.809.585.092 199.747.992.746 0,07
Kgb. 2018 739.404.521.465 709.049.265.465 576.283.975.000 1,04
32. I.’l:lall?;t 2019 772.659.821 710.942.947 359.696.080 1,09
2020 857.534.77 857.532.770 332.435.947 1,00
2017 3.652.570.620.000 54.684.808.257.400 24.961.759.885.250 | 0,07
Kota 2018 3.406.628.577.760 552.039.778.301 183.521.284.315 6,17
33. | Gunung
Sitoli 2019 35.209.121.388 559.094.823.827 156.757.286.042 0,06
2020 2.553.025.295.337 52.918.658.877.900 14.587.761.473.600 | 0,05

Sumber: http://bpkad.sumutprov.go.id/

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan dari tahun

ketahun tidak stabil cenderung menurun. Hal ini berarti Pemerintah

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih kurang mampu untuk
mengelolala Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat.

Hal ini dapat diperjelas dengan beberapa uraian data pada kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Utara. Pada Kabupaten Deli Serdang, dimana pada tahun
2017 kinerja keuangannya sebesar 42,73%, namun pada tahun 2018, 2019 dan
2020 kinerja keuangannya mengalami penurunan sebesar 36,32%, 0,58% dan
0,44%. Pada Kabupaten Tapanuli Tengah, kinerja keuangan pada tahun 2017
sebesar 8,73% namun mengalami penurunan pada Kinerja tahun 2018, 2019 dan
2020, yaitu sebesar 8,46% dan 0,10%. Pada Kabupaten Tapanuli Utara kinerja
keuangannya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 kinerja keuangannya
meningkat sebesar 13,27% dari tahun 2017 sebesar 0,19%, namun kembali
mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,14% dan kembali
mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,16% walaupun

peningkatannya tidak sebesar tahun 2017. Pada Kabupaten Toba Samosir kinerja



http://bpkad.sumutprov.go.id/
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keuangannya juga mengalami fuktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 6,87%
dan mengalami penaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,30% namun pada tahun
2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,09%. Pada
Kabupaten Samosir kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun
2017 sebesar 8,01%, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019
yaitu sebesar 7,71% dan 0,10% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun
2020 yaitu sebesar 0,11% walaupun tidak sebesar kinerja keuangan pada tahun
2017. Pada Kabupaten Labuhan Batu kinerja keuangannya juga mengalami
fluktuasi, dapat terlihat pada tahun 2017 sebesar 13,72%, pada tahun 2018 Kinerja
keuangannya mengalami peningkatan sebesar 17,92%, namun pada tahun 2019
kinerja keuangannya mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,19% dan pada
tahun 2020 kinerja keuangannya kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20%
walaupun tidak sebesar kinerja keuangan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Kota
Medan kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 0,82% namun pada tahun 2018
kinerja keuangannya mengalami peningkatan yaitu sebesar 75,85% dan pada
tahun 2019 dan 2020 kinerjanya kembali mengalami penurunan yaitu sebesar
0,85% dan 0,73%. Kinerja keuangan pada Kota Binjai juga mengalami fluktuasi,
dimana kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 19,36% namun mengalami
penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 18,72% dan 0,15% tetapi
kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,17% walaupun
tidak sebesar pada tahun 2017 dan 2018. Kinerja keuangan kota Sibolga juga
mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2017 0,21% dan mengalami peningkatan
pada tahun 2018 sebesar 15,85%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan

sebesar 0,14% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar
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0,17% walaupun tidak sebesar pada tahun 2017 dan 2018. Kota Sibolga kinerja
keuangannya pada tahun 2017 sebesar 0,07% dan mengalami penaikan pada tahun
2018 sebesar 6,17% lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan
2020 yaitu sebesar 0,06% dan 0,05%.

Berdasarkan Uraian diatas, maka adanya penelitian terdahulu yang juga
dilakukan peneliti lainnya seperti yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019)
menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset
yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin
tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula
kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin
tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerahdi Kabupaten Badung periode
2013 — 2017. Begitu pula hasil penelitian (Lathifa, I, & Hasna, 2019) yang
mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja
modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal yang
sejalan dengan penelitian (Sari & Mustanda, 2019).

Namun dalam penelitian (Mulia, 2016), menunjukkan bahwa Belanja
Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan
memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara

parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja
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keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja
keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja
keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Selain PAD, salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah untuk
meningkatkan sarana dan prasarana didaerah adalah dengan menggunakan
pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan
merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi kepada daerah,terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik (Mamuka, V., & Elim, 2014). Pada umumnya,
dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan
pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk
mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan
koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso, I., & Suparta, 2015).

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU pengalokasianya menekankan
aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberi kewenangan kepada
Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana
diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu DAK. Sedangkan DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.
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Beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh secara
signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah penelitian
Ade dkk, (2016), terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli
Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Terdapat
pengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (Budianto, B ., & Alexander, 2016),
menunjukan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara
simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dapat meningkatkan Kkinerja keuangan pemrintah daerah.
Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan
kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Mulia, 2016), menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana
Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki
pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial
menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan
daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Serta penelitian
(Nuwun, 2020), menunjukan bahwa DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh
pada kinerja keuangan daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan

DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang lain
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menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang
berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu secara simultan
variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah maka dapat diketahui
bahwa pengaruh dari PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal belum
sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten. Berikut untuk lebih jelasnya dapat
dilihat berdasarkan Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Research GAP

Penelitian Variabel Variabel . -

Terdahulu Independen Dependen Hasil Penelitian
(Budianto, B ., & Berpengaruh
Alexander, 2016) Pendapatan Asli Signifikan
Ade Riyan Nastiti Daerah Tidak
(2020) Berpengaruh
Nuwun Priyono Kinerja Keuangan | Tidak Berpegaruh
(2020) Belanja Modal
(Mulia, 2016) Berpengaruh

Signifikan

(Budianto, B ., & | Dana Perimbangan Berpengaruh
Alexander, 2016) Signifikan

Sumber: Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan review dari berbagai penelitian terdahulu yang telah
dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat celah (gap) dalam hasil tersebut.
Yaitu dimana hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang konsisten. Inilah
yang membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel PAD,
Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
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Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti jelaskan, maka dapatkah
PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Untuk memperoleh bukti empiris dari
pertanyaan tersebut maka penelitian ini berjudul ”Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangandan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara” menjadi menarik untuk
dilakukan serta peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai objek dari pada

judul tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian

ini adalah

1. Kurangnya Sumber Daya Keuangan jika dibandingkandengan jumlah
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangandan Belanja Modal pada
pemerintah daerah secara nasional pada provinsi Sumatera Utara
menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sudah seharusnya lebih
memprioritaskanSumber Dayanya agar pembangunan dan pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana di daerah dapat segera tercapai serta pada
laporan keuangan dapat bersifat transparan.

2. Tingkat Ketergantungan yang ditunjukkan dengan persentase Dana
Perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat

masih tinggi.
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
belum dapat mencapai 30 persen persentase Belanja Modal sesuai dengan
peraturan Pemendagri.

4. Adanya keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas
dalam pemahaman keuangan daerah pada pemerintah daerah.

5. Diperlukannya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah atas
pencapaian dari pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai
evaluasi berkala dan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah bertujuan untuk menjaga agar masalah yang diteliti tidak

lepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Adapun batasan masalah dalam
penelitian ini adalah penelitian hanya membahas tentang Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4Rumusan Masalah
Rumuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah PendapatanAsli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kkinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
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4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal
secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini dilakukan dengan bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah PendapatanAsli Daerah (PAD) berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara

2. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara

3. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, sehingga didapat manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
Penelitian ini  diharapkan untuk menambah pengetahuan dan
mengembangkan wawasan peneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangandan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapula manfaat penelitian bagi

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:
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a. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga menjadi
referensi yang dapat menjelaskan hubungan antara 10 faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan seperti ukuran PAD, dana perimbangan, dan
belanja modal. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan
landasan bagi pihak pemerintah daerah untuk menentukan efesiensi dalam

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti selanjutnya
Dapat menjadi bahasan referensi atau acuan untuk mengembangkan

penelitian di masa yang akan datang atau periode selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangandan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
PemerintahProvinsi Sumatera Utara.Secara teoritis dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam memahami efesiensi
kinerja keuangansebagai salah satu faktor ukuran bagi pemerintah daerah.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai
hubungan Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu referensi bagi pihak-pihak
yang berkepentingan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.Sedangkan

untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teori
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untuk melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan pertumbuhan

ekonomi dalam daerah.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1Uraian Teori
2.1.1 Kinerja
Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukannya suatu strategi. Menurut
Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses
untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai
keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Khairunnisa, 2018)
Strategi organisasi biasanya dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan
sehingga organisasi tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya.
Menurut Mangkunegara (2009) Kinerja adalah suatu capaian hasil kerja, baik dari
segi kualitasnya maupun kuantitas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya
(Budiadi, 2018)
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah
Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil
kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah
dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan
atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja
keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja

pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai

20
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dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun

oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, I. P. & Agusti, 2016).

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik
oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan Yyang
direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila
pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan Kkinerjanya
sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan
atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk. Pengukuran
kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan
memulihkan kinerja dengan pembanding skema dan pelaksanaannya. Selain itu
dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya

keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya (Saragih, 2020).

Menurut (Wibowo, 2014) menjelaskan bahwa pengukuran tehadap kinerja
perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat
deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan
sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang
diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang sekarang berubah manjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang
pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan
tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya
yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem

anggaran kinerja.
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Dalam melakukan menganalisis kinerja keuangan hendaknya seorang
mengetahui terlebih dahulu kondisi keuangan, karena semakin baik tingkat kinerja
keuangan perusahaan maka akan besar juga uang yang akan diterima. Untuk
mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan harus ada alat ukur yang
digunakan untuk mengukurnya kinerja dan harga saham dimasa yang akan datang,
alat ukur yang paling sering digunakan oleh investor dan perusahaan adalah
analisis rasio keuangan, yakni analisis rasio dan rasio yang paling populer

digunakan adalah rasio profitabilitas (Hanum, 2009).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah
adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan
dan dilaksanakannya (Halim, 2014). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik
khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum
banyak dilakukan, sehinggga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat
mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien
dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan keuangan yang dimiliki

oleh perusahaan swasta (Halim, 2014)

Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah

daerah:

a. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu

atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
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Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat
efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran Kinerja pemerintah
daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan

diukur dengan rasio output dengan input (Mardiasmo, 2019).

Realizazi Belanjo Doerah

Efisiensi KKPD = x 100

Realisasi Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya
pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun
pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat

ketergantungan daerah (Halim, 2014).

Kemandirian KKPD = F4D x 100%

Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjoman

Tabel 2.1

Kriteria Tolak Ukur Rasio Kemandirian

Kemandirian Kemampuan Keuangan
0%-25% Rendah Sekali
25%-50% Rendah
50%-75% Sedang
75-100% Tinggi

Sumber: (Halim, 2014)
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c. Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat
kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah  daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio
desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio, maka
semakin  tinggi kemampuan daerah dalam  menyelenggarakan

desentralisasi.

PAD

. _ 0
Desentralisasi Fiskal rotal pendapatan dacrah x 100%

d. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan.
Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah

yang semakinbaik (Halim, 2014).

Realizasi PAD

Efektivitas KKPD = ——— x 100 %

Target PAD

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah merupakansemua penerimaan daerah yang
berasaldari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17
tahun 2003 tentang pendapatan daerah dalam hak pemerintah daerah sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan penerimaan seluruh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Halim,

2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang menjadi

hak daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam setahun
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anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.Untuk mendapatkan
pemahaman pendapatan yang lebih jelas, beberapa definisi pendapatan daerah
telah dikemukakan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 pada Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua
penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitasdana
lancar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan hak pemerintah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang
membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Budianto, B ., &

Alexander, 2016).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah
untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan
pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan  daerah
memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah
daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan
yang bersumber dari pusat. Tingkat belanja modal (pembangunan) yang
tinggi memberikan gambaran dari infrastuktur dan sarana yang dibangun

(Saragih, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah
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adalah hak Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun bersangkutan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD)

bersumber dari:

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
d. Lain-lain Pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikelompokkan sebagai

berikut:

1. Pajak Daerah

Sumber pertama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang
selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun

jenis-jenis pajak daerah, sebagai berikut:

a. Pajak Hotel
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Pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang
dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau rate

hotel.

b. Pajak Restaurant dan Rumah Makan
Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya berasal dari
pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita
membeli makanan, dinamakan pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan nama

PPN.

c. Pajak Hiburan
Pajak hiburan dan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya.

Hiburan di sini misalnya semua jenis pertunjukkan yang dapat ditonton

d. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan.

e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan

penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C
Bahan galian golongan ¢ yang dimaksud dalam perundang-undangan
misalnya adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung,

gips, pasir, fosfat, hingga tanah liat.

g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman
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Pajak untuk pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak akan
dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah
maupun pemukiman, untuk keperluannya, di luar kepentingan rumah tangga dan

pertanian rakyat.

2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi
yang bisa 31 dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah,

sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, berperan

sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa

menyediakannya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarann
atas pemberian izin tertentu.Biasanya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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3. Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara
yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini
merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara

non-publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut, yang antara lain:

a. Bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah

o

Bagian laba dari lembaga keuangan bank

o

Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan

cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-
lain PAD yang sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasagiro

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan,
pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Terdapat beberapa jenis pengukuran Pendapatan Asli Daerah:
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a. Diukur besarnya proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
total pendapatan daerah tahun sebelumnya (t-1) karena kinerja keuangan

terkait dengan periode masa lalu.

Realisasi PAD t—1

PAD = x 100%

Total Pendapatan Daerah t—1

b. Diukur menggunakan realisasi pendapatan asli daerah yang
disederhanakan dari nilai satuan mata uang menjadi nilai satuan persentase
dengan diproksikan menggunakan logaritma. Penggunaan logaritma
ditujukan untuk mengurangi adanya fluktuasi data yang berlebih.

PAD = Ln Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah

2.14 Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari
APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (Budianto, B ., &

Alexander, 2016).

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang
bersifat kiriman dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan
pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan
fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan

kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling

mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.Selain
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Pendapatan asli daerah (PAD), maka peningkatan penerimaan daerah dapat
dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah.
Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana
bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH)
Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal
dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi serta pengeluaran-
pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat

juga didesentralisasikan.

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan

terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (pajak/bukan pajak)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan Yyang
dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang
pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan Sumber Daya
Alam (SDA) yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan

umum, kehutanan dan perikanan.
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2. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat block
grant, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan Dana
Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing
daerah. Penjabaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pada hakikatnya
disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi
otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Di satu pihak beberapa daerah
tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber
penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki
kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-
daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan
transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), (Halim,

2014).

3. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dariAnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi
Khusus (DAK) dalam bidang-bidangnya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik

seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan
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percepatan pembangunan, infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan
nasional yang berkualitas. Sementara program-program non-fisik yang
dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang digunakan untuk
mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan
kesehatan, keluarga berencana, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), dan lain-lain sebagainya, (Halim, 2014). Terdapat beberapa jenis

pengukuran dana perimbangan:

a. Diukur besarnya proporsi realisasi dana perimbangan dari total pendapatan
daerah tahun sebelumnya (t-1) karena kinerja keuangan terkait dengan

periode masa lalu.

Realisasi Dana Perimbangan t—1
Total Pendapatan daerah t—1

X 100%

Dana Perimbangan =

b. Diukur menggunakan realisasi dana perimbangan yang disederhanakan
dari nilai satuan mata uang menjadi nilai satuan persentase dengan
diproksikan menggunakan logaritma. Penggunaan logaritma ditujukan
untuk mengurangi adanya fluktuasi data yang berlebih.

Dana Perimbangan = Ln Total Realisasi Dana Perimbangan

2.1.5 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya
akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan
dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien
dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun

sering Kkali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali
melebihi dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun
anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target
belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja

modal, (Halim, 2014).

Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan antara lain :

1. Belanja Modal Tanah, merupakan seluruh pengeluaran untuk perolehan
hak atas tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran untuk
pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan seluruh biaya untuk
pembangunan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, merupakan seluruh
pembangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan
pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi
dan jaringan lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana fisik
distribusi instalasi.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya, seluruh biaya dalam rangka
pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat
diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik.

Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli,
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pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak
dan pengadaan buku-buku. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja
modal apabila :

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.

b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap
atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

Terdapat beberapa jenis pengukuran belanja modal:

a. Diukur besarnya proporsi realisasi belanja modal dari total belanja daerah
tahun sebelumnya (t-1) karena kinerja keuangan terkait dengan periode

masa lalu.

Realisasi Belanjo Modal t—1

Belanja Modal = x 100%

Total Belanje doerah t—1

b. Diukur menggunakan realisasi belanja modal yang disederhanakan dari
nilaisatuan mata uang menjadi nilai satuan persentase dengan diproksikan
menggunakan logaritma.  Penggunaan logaritmaditujukan  untuk
mengurangi adanya fluktuasi data yang berlebih.

Belanja Modal = Ln Total Realisasi Belanja Modal

2.1.6 Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini berdasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa
berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar
pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang

semakin besar tersebut.
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Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas
toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besamya
pemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak masyarakat inilah yang
menjadi kendala yang dapat membatasi pemerintah untuk menaikkan pemungutan
pajak secara semena-mena (Mangkoesoebroto, 2010). Menurut Peacock dan
Wiseman, perkembangan ekonomi akan menyebabkan pungutan pajak meningkat,
meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah.Meningkatnya penerimaan pajak
tersebut pada akhimya akan menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran
pemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seiring dengan meningkatnya
perkembangan ekonomi (pertumhuhan ekonomi) akan menyebabkanPendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal semakin besar dan
semakin bertambah.

Apabila dalam keadaan normal terdapat gangguan, misalkan karena
adanya permasalahan  ekonomi, maka pemerintah terpaksa harus
memperhesarpengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut.Dampak yang
ditimbulkan dari antisipasi pemerintah ini adalah tuntutan untuk menambah
penerimaan pajak.Pemungutanpajak yang lebih besar akan menyebabkan kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah dan Pemerintah Pusat akan
berkurang. Keadaan ini oleh Peacock dan Wiseman disebut sebagai efek
pengalihan (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial yang
menyebabkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah
dialihkan kepada kinerja keuangan Pemerintah Pusat. Pengatasan gangguan

terhadap keadaan normal seringkali tidak cukup dibiayai hanya oleh pajak,
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sehingga pemerintah mungkin juga harus meminjam dana dari luar negeri.Setelah
gangguan teratasi, muncul kewajiban untuk membayar utang dan bunga,
pengeluaran pemerintah akan membengkak karena kewajiban baru tersebut.
Akibat lebih lanjut ialah meskipun gangguan telah usai, pajak tidak segera
diturunkan ketingkat semula.Tidak turunnya tingkat pajak pada posisi semula
setelah gangguan usai juga disebabkan oleh adanya efek inspeksi (impection
effect) dan efek konsentrasi (concentrationeffect). Kedua efek ini terjadi karena
gangguan yang terjadi menyebabkan terjadinya konsentrasi Kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah ketangan pemerintah yang semula dari
Pemerintah Pusat Kabupaten/Kota atau daerah. Hal tersebut akan menumbuhkan
kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah.
Kesadaran masyarakat inilah yang memungkinkan masyarakat mau membayar
pajak lebih besar sehingga memungkinkan semakin besarnya penerimaan
pemerintah.
2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan telah dilakukan
oleh beberapa penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan

dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan.
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Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
di Provinsi
Sulawesi Utara

Kinerja Keuangan

()

Peneliti Hasil

No Judul Variabel

(Tahun) Penelitian

1. | (Sari & Pengaruh Ukuran Hal ini menunjukkan bahwa ukuran
Mustanda, Ukururan Pemerintah pemerintah daerah yang
2019) Pemerintah Daerah (X;) diproksikan dengan total aset yang

Daerah, dimiliki pemerintah daerah belum
Pendapatan Asli | Pendapatan Asli | memberikan kontribusi terhadap
Daerah dan Daerah (Xy) kinerja keuangan pemerintah
Belanja Modal ) daerah. Pendapatan asli daerah
Terhadap Kinerja | Belanja Modal berpengaruh positif terhadap
Keuangan (Xs) kinerja keuangan pemerintah
Pemerintah L daerah. Hal ini menunjukkan
Daerah Kinerja Keuangan | semakin tinggi pendapatan asli
) daerah yang dihasilkan maka akan
semakin tinggi pula kinerja
keuangan pemerintah daerah. Dan
belanja modal berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin
tinggi belanja modal yang
dilakukan pemerintah maka
semakin tinggi pula kinerja
keuangan pemerintah daerah

2. | (Lathifa, I., | Pengaruh Pendapatan Asli Hasil uji F menunjukkan bahwa
& Hasna, Pendapatan Asli Daerah (X;) variabel independen yaitu
2019) Daerah dan pendapatan asli daerah dan

Belanja Modal Belanja Modal belanja modal secara bersama-
Terhadap Kinerja | (X2) sama berpengaruh terhadap
Keuangan o variabel dependen yaitu Kinerja
Pemerintah Kinerja Keuangan | keuangan.

Daerah (Y) Pendapatan asli daerah
Kabupaten dan berpengaruh positif terhadap
Kota di kinerja keuangan pemerintah
PROVINSI daerah

JAWA TENGAH kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tahun 2013-2017 Tengah pada tahun 2013-2017.

3. | (Budianto, Pengaruh PAD PAD (X;) Dari hasil penelitian menunjukan
B.,& dan Dana bahwa Pendapatan Asli Dearah
Alexander, | Perimbangan Dana (PAD) dan Dana Perimbangan
2016) Terhadap Kinerja | Perimbangan (X;) | berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah
daerah baik secara simultan
maupun parsial. Pendapatan Asli
Dearah (PAD) berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan
pemerintah yang berarti kenaikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dapat meningkatkan kinerja
keuangan pemrintah daerah.
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Sedangkan Dana Perimbangan
berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan pemerintah
daerah yang mengakibatkan
kenaikan Dana Perimbangan
menurunkan Kinerja keuangan
pemerintah daerah.

4. | (Andirfa, Pengaruh Belanja | Belanja Modal Hasil penelitian menunjukkan
2016), Modal, Dana (X1) bahwa belanja modal, dana
Perimbangan dan perimbangan dan pendapatan asli
Pendapatan Asli Dana daerah (PAD) secara simultan
Daerah Terhadap | Perimbangan (X;) | memiliki pengaruh terhadap kinerja
Kinerja Keuangan ) keuangan. Namun hasil pengujian
Kabupaten dan Pendapatan Asli | secara parsial menunjukkan belanja
Kota di Provinsi | daerah (Xs) modal berpengaruh positif terhadap
Aceh - kinerja keuangan daerah, dan dana
Kinerja Keuangan | herimpangan berpengaruh negatif
) terhadap kinerja keuangan daerah.
Sedangkan pendapatan asli daerah
tidak mempengaruhi kinerja
keuangan daerah pada pemerintah
Kabupaten dan Kota di Provinsi
Aceh
5. | (Nuwun, Pengaruh PAD PAD (X;) Hasil penelitian yang lain
2020) dan Dana menunjukkan bahwa secara parsial
Perimbangan Dana hanya ada dua variabel PAD dan

Terhadap Kinerja
Keuangan Daerah
dan Kesejahteraan
Masyarakat di
Jawa Tengah

Perimbangan (X3)

Kinerja Keuangan
(Y1)

Kesejahteraan
Masyarakat ()

DAU yang berpengaruh pada
tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selain itu secara simultan variabel
PAD, DBH, DAU dan DAK
berpengaruh terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 PAD Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan penelitian (Cherrya Dhia Wenny, 2012) Pendapatan Asli

Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan,

artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi Kinerja keuangan

pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan

prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara parsial menyatakan bahwa hanya lain-lain

PAD yang sah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
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kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah,
retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan
mempengaruhi Kkinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian (Julitawati et al., 2012)
yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2009-2011. Swastika Enjang
Prasasti juga melakukan penelitian pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

pada tahun 2007-2013.

Pendapatan Asli Kinerja Keuangan
Daerah
(KK)
(PAD)
Gambar 2.1

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah

2.3.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan penelitian (Yanto, 2014) menunjukkan bahwa, Dana
Perimbangan (DP) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat yang
diukur menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan pada tahun 2009-2013.
Penelitian tersebut juga senada dengan penelitan (Julitawati et al., 2012) vyaitu,
Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kkinerja keuangan pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2009-2011. Namun kedua penelitian di
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atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasasti & Sari, 2015) yang
menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.

Dana Perimbangan Kinerja Keuangan

(DP) (KK)
Gambar 2.2

Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
2.3.3 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif selaku principal bagi Pemda
(agen), harus terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam proses
pelaksanaan anggaran. Anggaran sangat sensitive karena realisasinya selain harus
sesuai dengan tujuan juga bagaimana tingkat efisiensi, efektif dan ekonomis dari
anggaran tersebut.Saah satu anggaran yang menyentuh angsung dengan
kebutuhan masyarakat adaah beanja modal. Dengan ditambahnya infrastruktur
dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan
memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi, 2017). Dalam penelitian
(Anggraeni, 2016) menunjukkan bahwa secara empiris belanja modal tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, Kabupaten Sleman dan Kota
Yogyakarta. Sedangkan dalam hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa
belanja modal berpengaruh signifikan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota
Yogyakarta. Namun tidak demikian pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung

Kidul, dan Kabupaten Sleman hasil menunjukkan tidak berpengaruh antara
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belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai

variabel intervening.

Belanja Modal Kinerja Keuangan

(BM) (KK)

Gambar 2.3
Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja
Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yang pertama adalah Revenue yang merupakan pendapatan pemerintah daerah
yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah.
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua
sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan daerah,
maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga
pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa kepada
masyarakat yang lebih baik. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai
pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah sehingga
mampu memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

Faktor kedua adalah Expenditure yang merupakan jumlah pengeluaran
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.Menurut
Standar Akuntansi Pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan
dan belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai

belanja operasional dan Belanja Modal. Jumlah Belanja Modal berpengaruh pada
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.Semakin besar atau tinggi jumlah Belanja
Modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan
pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Kerangka konseptual menjelaskan tentang bagaimana pertautan teori-
teoriyang berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin diteliti dan
merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan
hipotesis.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah

diuraikan sebelumnya, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:
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Pendapatan Asli

Daerah X;
Dana Perimbangan
Xz KinerjaKeuangan
(Y)

Belanja Modal X;

Gambar 2.4

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan  penjelasan  tinjauan pustaka, peneliti  membentuk
kerangkakonseptual yang menggambarkan hubungan secara simultan antara
variable independen dan dependen.Variabel independen dalam penelitian ini
adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal,

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan.

2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2016) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang
diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta
empiris yang diperolen melalui pengumpulan data. Berdasarkan keterangan di

atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H;:  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja
KeuanganPemerintah Provinsi Sumatera Utara.
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Ho: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hs:  Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hs:  Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal
secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian asosiatif. Penelitian
asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua
variabel atau lebih. Penelitian dengan metode asosiatif menurut (Sugiyono, 2017)
adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau
lebih. Dalam penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang

dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Utara.

3.2 Definisi Operasional
Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable diukur,

untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian.

Tabel 3.1

Variabel Operasional

No Variabel Definisi Variabel Indikator Skal

1. Pendapatan  Asli
Daerah (PAD)
adalah seluruh

Pendapatan penerimaan yang

. menjadi hak L . .
DAsllh daerah dan diakui Ln. Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Rasio
aera sebagai

peningkatan nilai
kekayaan bersih
dalam setahun
anggaran dan

46




47

tidak perlu
dibayar kembali
oleh pemerintah.

Dana
Perimbang
an

Dana
perimbangan
adalah sumber
pendapatan
daerah yang
berasal dari
APBN untuk
mendukung
pelaksanaan
kewenangan
pemerintah daerah
dalam  mencapai
tujuan pemberian
otonomi  kepada
daerah, yaitu
terutama
peningkatan
pelayanan dan
kesejahteraan
masyarakat yang
semakin baik.

Ln. Total Realisasi Dana Perimbangan

Rasio

Belanja
Modal

Belanja  Modal
merupakan
belanja yang
dapat mendorong
pertumbuhan
ekonomi  secara
riil.  Infrastruktur
yang dibiayai
dengan  belanja
modal  nantinya
akan
mempercepat roda
perekonomian
sehingga
perekonomian
dapat berjalan
dengan lancar
dikarenakan
distribusi  barang
dan jasa berjalan
dengan lebih
efisien dan
efektif.

Ln. Total Realisasi Belanja Modal

Rasio

Kinerja
Keuangan

Kinerja keuangan
pemerintah adalah
tingkat

pencapaian  dari
suatu hasil kerja
di bidang
keuangan daerah
yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah

x100%

Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjoman
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penerimaan  dan
belanja daerah
dengan
menggunakan
sistem keuangan
yang ditetapkan

melalui suatu
kebijakan atau
ketentuan
perundang-
undangan selama
satu periode
anggaran.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
3.11 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 18

Gedung Bank Sumut Lt. 7 Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Juni sampai

Oktober 2021.
Tabel 3.2
Waktu Penelian
Waktu Kegiatan
No Kegiatan Juni Juli Agustus | September | Oktober
1 Prariset/Riset
2. Pengajuan Judul
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3. Penyusunan
Proposal

4, Bimbingan
Proposal

5. Seminar Proposal

6. | Pengumpulan Data

7. | Penyusunan Skripsi

8. Bimbingan Skripsi

9. Sidang Meja Hijau

3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel
34.1 Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota dengan periode waktu dari tahun 2017
hingga tahun 2020. Kriteria yang dijadikan pemilihan populasi adalah kabupaten
dan kota yang telah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdaftar

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3

Populasi Penelitian

No Nama Kabupaten/Kota No Nama Kabupaten/Kota
1. | Kab. Asahan 18. | Kota Tanjung Balai

2. | Kab. Dairi 19. | Kota Tebing Tinggi

3. | Kab. Deli Serdang 20. | Kota Padang Sidempuan

4. | Kab. Tanah Karo 21. | Kab. Pakpak Bharat
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5. | Kab. Labuhan Batu 22. | Kab. Nias Selatan

6. | Kab. Langkat 23. | Kab. Humbang Hasundutan
7. | Kab. Mandailing Natal 24. | Kab. Serdang Bedagai

8. | Kab. Nias 25. | Kab. Samosir

9. | Kab. Simalungun 26. | Kab. Batu Bara

10. | Kab. Tapanuli Selatan 27. | Kab. Padang Lawas

11. | Kab. Tapanuli Tengah 28. | Kab. Padang Lawas Utara
12. | Kab. Tapanuli Utara 29. | Kab. Labuhan Batu Selatan
13. | Kab. Toba Samosir 30. | Kab. Labuhan Batu Utara
14. | Kota Binjai 31. | Kab. Nias Utara

15. | Kota Medan 32. | Kab. Nias Barat

16. | Kota Pematang Siantar 33. | Kab. Gunung Sitoli

17. | Kota Sibolga

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut (Umar,
2014). sampel adalah sebagian untuk saja dari seluruh jumlah populasi, yang
diambil dari populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa
sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi. Jumlah sampel yang
diambil sebanyak jumlah populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan
menggunakan metode total sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini
berjumlah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tehnik Pengambilan sampel yaitu
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Purposive sampling. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian
ini adalah :
1. Kabupaten/kota yang mempunyai Laporan Realisasi Anggaran yang
terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2017
s/d 2020 yang dapat diakses melalui situs Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (http://bpkad.sumutprov.go.id/)

Tabel 3.4

Sampel Penelitian

No Nama Kabupaten/Kota
1. Kab. Deli Serdang
2. Kab. Tapanuli Tengah
3. Kab. Tapanuli Utara
4. Kab.Toba Samosir
5. Kabupaten Samosir
6. Kabupaten Labuhan Batu
7. Kota Medan
8. Kota Binjai
9. Kota Sibolga
10. | Kota Gunung Sitoli



http://bpkad.sumutprov.go.id/
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Tabel 3.5

Kriteria Penarikan Populasi dan Sampel Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Kriteria Jumlah

Kabupaten/Kota di  Provinsi Sumatera
Utara yang terdaftar di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara selama tahun 2017 s/d 2020

Populasi 33 Kabupaten/Kota

1.Kabupaten/kota yang mempunyai
Laporan Realisasi Anggaran terdaftar di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara

2.Mempublikasikan laporan keuangan dan
Sampel | laporan tahunan pada tahun 2017 s/d 2020 10 Kabupaten/Kota
yang dapat diakses melalui situs Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara
(http://bpkad.sumutprov.go.id/ )

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik
pengumpulan data penelitian ini dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan
mengumpulkan dan memanfaatkan data laporan keuangan pemerintah kab/kota
Provinsi Sumatera Utara periode 2017 s/d 2020 yang telah tersedia sebagai
informasi, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dikaji. Data tersebut
diperoleh dari situs yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah  Provinsi  Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara yaitu

http://bpkad.sumutprov.go.id/
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3.6 Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis pengaruh dari Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangandigunakan
Analisis Regresi Linear Berganda dengan variabel dependen vyaitu Kinerja
Keuangan dan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal. Untuk menguji datadan juga hipotesis penelitian

maka dilakukan beberpa pengujian dengan bantuan software SPSS versi 23.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisa data dengan perhitungan angka-
angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan uji-uji

dibawah ini :

3.6.1 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka dilakukan uji asumsi
klasik terlebih dahulu.Pengujian asumsi Kklasik dilakukan agar memperoleh hasil
regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias.

Uji asumsi klasik diantaranya yaitu:

a) Uji Normalitas
Menurut (Ghozali, 2016), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah
dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya
mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi
secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas
data dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov

yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan di atas 0,05 maka data terdistribusi
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normal. Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan
nilai signifikan di bawah 0,05 maka data tidakterdistribusi normal (Ghozali,

2016).

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016), uji Heteroskedastisitas bertujuan menguiji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke
pengamatan yang lain. Jika variance dan residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedatisitas dan jika berbeda
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Untuk menentukan heteroskedastisitas
dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar
secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila
kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi

layak digunakan.

c) Uji Multikolinearitas
Menurut (Ghozali, 2016), uji ini bertujuan menguji apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi
yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai

berikut:

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel

independen dalam model regresi.
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2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat
disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen
dalam model regresi.

d) Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2016), uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam
suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual)
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Apabila terjadi
korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik
apabila terlepas dari autokorelasi. Dalam mendeteksi data apakah terdapat
autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan
menggunakan metode Durbin Watson. Untuk mendeteksi ada tidaknya

autokorelasi dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Durbin Waston (DW) terletak antara du dan (4 - dU) atau
du < DW < (4 — dU), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut
terbebas dari autokorelasi

2. Jika nilai Durbin Waston (DW) < dL atau DW lebih besar dari (4 —
dL), maka dapat disimpulkan berarti terdapat autokorelasi

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium),
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi
(dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila
jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017). Penelitian ini,

penulis menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas
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dalam penelitian lebih dari satu. Adapun persamaan regresi linear berganda

menurut (Sugiyono, 2017) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan
o = Konstanta

b,.by; = Koefisienregresi variabel independen

X, = PendapatanAsli Daerah
X, = Dana Perimbangan
X3 = Belanja Modal

3.6.3 Uji Hipotesis

a) Ujit (Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara
parsial (uji t).Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau
parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel
terikat.Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial
terhadap variable independen. Untuk menguji signifikan hubungan, digunakan

rumus uji statistik t sebagai berikut :

rvn— 2
V1 —12

t =

Sumber (Sugiyono, 2007)
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Keterangan :

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi
n = jumlah sampel

Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai berikut :

H, ditolak jikanilai t hitung > t tabel

Hditerima jikanilai t hitung > t tabel

Jika H, diterima maka artinya pengaruh tidak signifikan, sedangkan jika H,

ditolak artinya pengaruh signifikan.

Daerah penolakan Ho [Daerah penolakan Ho

Daerah
penertmaan Ho

-1 tnbel L fabel

Gambar 3.1
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

b) Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel dependen secara bersama—
sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dapat
juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi
menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (o0 = 5%). Jika nilai
signifikansi lebih besar dari o maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi
tidak fit. Jika nilai signifikan lebih kecil dari o maka hipotesis diterima, yang

berarti bahwa model regresi fit.
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Ho ditolak

/

Ho diterima

F tabel

Gambar 3.2
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F
3.6.4 Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan
yang paling baik dalam analisis regresi dengan cara melihat dari besarnya
koefisien determinasi (R?). Besarnya koefisien determinasi (R® adalah 0 sampai 1
Apabila semakin R® mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan semua variabel
independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya,
apabila semakin R* mendekati 1 maka semakin besar pengaruh semua variabel

independen terhadap variabel dependen.



BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Sejarah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Sumatera Utara merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara dan Biro Perlengkapan Pengelolaan Aset yang dipimpin
oleh seorang kepala badan yang bertugas untuk merumuskan kebijakan teknis
pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah,
melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan
pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berfungsi untuk:

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan
pengendalian  pelaksanaan  kebijakan kepala daerah  dibidang
perbendaharaan, anggaran, kas daerah serta pengelolaan aset

2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan
penyusunan kebijakan sesuai standar dalam pengelolaan aset

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah

4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah

59
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5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Adapun Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

4.1.2 Visi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
adalah sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan
oleh kinerja dan peran para Aparatur Pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berkeinginan agar setiap Aparatur
Pemerintah mempunyain kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik
dan berdayaguna, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah yang prima
sesuai dengan sistem dan prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional
dan prosedur (SOP).

Selaras akan hal itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinai Sumatera Utara adalah:

“Terwujudnya Sumber Daya Para Aparatur Pemerintah yang
Profesional, Sistematis, Efektif dan Efisien dalam Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang Baik, Berdayaguna, Akuntabel Serta Transparan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku”
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4.1.3 Misi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan
agar tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik.
Dengan adanya misi tersebut dihaarapkan seluruh aparatur dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil
yang hendak dicapai di waktu yang akan datang, sesuai dengan visi yang telah
ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang
akan diwujudkan, serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan
dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme, sistematis, efektif dan efisien
para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan gambaran sistematis tentang bagian tugas
dan tanggung jawab serta hubungannya. Pada hakekatnya jumlah kegiatan dan
hubungannya serta wewenang yang mempunyai fungsi terorganisir. Struktur
Organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari perusahaan tetapi merupakan
alat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan
oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka dapat dilihat

dengan jelas bagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian yang ada
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didalamnya dalam melakukan kegiatan. Dengan adanya struktur organisasi
dengan sempurna maka kegiatan dalam organisasi akan berjalan dengan lancar
dan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Hubungan kerja
sama antara sekelompok orang yang terdapat dalam suatu organisasi. Secara
umum pengertian dari struktur organisasi adalah merupakan suatu perusahaan,
mulai dari tingkat yang paling atas hingga tingkat paling bawah, yang tersusun
dengan sedemikian rupa pada suatu perusahaan. Adapun Struktur Organisasi dari
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan adalah

sebagai berikut :
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BAGAN ORGANISAS| BADAN LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
PENGELOLAAN KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2018
DAN ASET DAERAH PROVSU TANGGAL 12 MARET 2018
BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN PROGRAM,
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN AKUNTABILITAS &
INFORMAS! PUBLIK
BIDANG PENGELOLAAN BIDANG PEMBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANS| BIDANG ASET o 'S,Z‘Z‘Rii”“"“"
ANGGARAN DAN KAS DAERAH T [ KABUPATEN/KOTA
| [
SUB BIDANG SUB BIDANG ANALISIS
SUB BIDANG SUB BIDANG AKUNTANS! | |  DANKEBUTUHAN | SUB BIDANG
PENGELOLAAN PEMBENDAHARAAN | ASET BINAKEUANGAN |
ANGGARAN |
SUB BIDANG
SUB BIDANG ‘j AKUNTANS! Il — su::m:cm L | suseioane
SUB BIDANG PEMBENDAHARAAN I i BINAKEUANGAN I
PENGELOLAAN
ANGGARAN I L suBBIDANG
SUB BIDANG ACONTANSI I L pe;‘émfm Ll svesomc
| PEMBENDAHARAAN I BRAREUANGAN
SUB BIDANG
PENGELOLAAN
ANGGARAN Il
Salinan Sesuai Dengan Aslinya GUBERNUR SUMATERA UTARA,
KEPALA BIRO HUKUM,
ttl
SULAIMAN TENGKU ERRY NURADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004
Gambar 4.1

Struktur Organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara
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Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas
merumuskan  kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah,
melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan
pengendalian  pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang
perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset

2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan
penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah

4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Kepala Badan mempunyai uraian tugas, yaitu:

1. Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai

bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah
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11.

12.
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Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang
pengelolaan dan aset daerah sesuai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD
Menyelenggarakan serta mengesahkan:

e DPA

e SKPD/DPPA
Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD
Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah
Menyelenggarakan penetapan SPD
Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Menyelenggarakan pemyajian informasi keuangan daerah
Menyelenggarakan  kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah
Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan dibidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah dengan unit kerja agar kegiatan tersebut
dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras
Menyelenggarakan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan
evaluasi agar program-program dapat terlaksana dengan baik dan sesuai

sasaran
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Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Badan dibantu

oleh:

1. Sekretariat

2. Bidang Pengelolaan Anggaran

3. Bidang Perbendaharaan

4. Bidang Akuntansi

5. Bidang Aset

6. Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak
Bergerak

7. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Wilayah |

8. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Wilayah Il

4.2. Analisis Data
421 Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi
klasik terpenuhi maka akan menghasilkan estimator yang sesuai Best Linear
Unbiased Estimator (BLUE), yang artinya model regresi dapat digunakan sebagai

alat estimasi penelitian (Ghozali, 2016).
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a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel
pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Uji ini dapat dilihat dengan
membandingkan Z hitung dengan Z tabel, dengan kriteria sebagai beriku:

a) Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) < Z tabel (1,96), atau angka
signifikan > taraf signifikansi (a) 0,05; maka distribusi data dikatakan
normal.

b) Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) > Z tabel (1,96), atau angka

signifikan < taraf signifikansi (o) 0,05 distribusi data dikatakan tidak

normal.
Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 40
Normal Parameters™® Mean .0000000
Std. Deviation 7.81492729

Most Extreme Differences  Absolute 135
Positive 135

Negative -111

Test Statistic 135
Asymp. Sig. (2-tailed) .063°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik

kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa data variabel penelitian berdistribusi
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normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,136 Karena nilai signifikan

sebesar 0,063>0,05 maka residual berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan
lain.Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat

grafik scatterplot.

Scatterplot
Dependent Variable: KK
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Sumber: data diolah 2021

Gambar 4.2 Hasil Grafik Scatterplot

Dari grafik scatterplot setelah transformasi data gambar IV.1 di atas
dapat dilihat bahwa titik-titik telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y vyang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah

heterokedastisitas.



c) Uji Multikolinearitas

apakah model

regresi

ditemukan adanya korelasi

antar variabel

(independent). Berikut hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients®

69

Menurut Ghozali (2016), multikolonieritas bertujuan untuk menguji

bebas

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF

1 (Constant) 7.676 1.572 4.884 .000
PAD 3.294E-13 .000 1.001 8.641 .000 .578 1.731
DP -2.200E-13 .000 -.761 -6.634 .000 .590 1.694
BM -8.764E-14 .000 -.124 -1.035 .308 .537 1.864

a. Dependent Variable: KK

Sumber: data diolah 2021

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel penelitianlebih

kecil dari 10. Adapum nilai tolerance variabel penelitian lebih besar dari 0,1.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi dalam

penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
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ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk menguji ada

tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW test).Berikut

ini disajikan hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin-Watson (DW).

Tabel 4.3

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .849° 721 697 8.13403 2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

Sumber: data diolahpeneliti, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas hasil uji autokorelasi setelah

transformasi menunjukkan bahwa nilai du < DW < 4-du atau 0.7529 <2,185<

2.247, artinya model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

citra merek, kualitas produk, kualitas pelayanan dengan variabel kepiutusan

pembelian apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan.



Tabel 4.4

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients®
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Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF

1 (Constant) 7.676 1.572 4.884 .000
PAD 3.294 .000 1.001 8.641 .000 .578 1.731
DP -2.200 .000 -.761 -6.634 .000 .590 1.694
BM -8.764 .000 -.124 -1.035 .308 .537 1.864

a. Dependent Variable: KK

Dari tabel di atas, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut :

Y =7,677+3,294X1-2,200X,-8,764 X5+e

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

a. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai arah koefisien yang bertanda

positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan belanja

modal mempunyai arah koefisien yang bertanda negative terhadap kinerja

keuangan

Koefisien pendapatan asli daerah memberikan nilai sebesar 3,294 yang

berarti bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan

kinerja keuangan.

Koefisien dana perimbangan nilai sebesar -2,200 yang berarti bahwa

menurunnya dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Koefisien belanja modal sebesar -8,764 yang berarti bahwa menurunnya

belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan.




4.2.3 Hasil Uji Hipotesis
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Uji hipotesis ialah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak

terkontrol).

a) Ujit

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menguji

bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen

secara terpisah atau parsial. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara

parsial:
Tabel 4.5
Hasil Uji t
Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 7.676 1.572 4.884 .000
PAD 3.294E-13 .000 1.001 8.641 .000 .578 1.731
DP -2.200E-13 .000 -. 761 -6.634 .000 .590 1.694
BM -8.764E-14 .000 -.124 -1.035 .308 537 1.864

a. Dependent Variable: KK



https://id.wikipedia.org/wiki/Observasi

73

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000<0,05
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Keuangan maka, H; dapat diterima.

2. Nilai signifikansi Dana Perimbangan sebesar 0,000<0,05 menunjukkan
bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan maka, H, dapat diterima.

3. Nilai signifikansi Belanja Modal sebesar 0,308>0,05 menunjukkan
bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan maka, Hs ditolak.

b) Uji F
Uji F dilakukan untuk melihat apakah variable independen secara
bersama—sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Uji F
dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi
menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (o0 = 5%). Jika nilai
signifikansi lebih besar dari o maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi
tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari oo maka hipotesis diterima, yang

berarti bahwa model regresi fit.
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Tabel 4.6
Hasil Uji F
ANOVA?
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 6143.455 3 2047.818 30.951 .000°
Residual 2381.850 36 66.163
Total 8525.306 39

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.5 di atas diperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,000<0.05, dengan demikian dapat dilihat bahwa

nilai signifikansi

menunjukkan < 0,05, artinya bahwa model ini layak untuk digunakan pada

penelitian terhadap kinerja keuangan.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menguji kemampuan

model regresi variabel penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
Model Summary”

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 721 .697 8.13403 2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

Sumber: data diolah, 2021
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Menurut Ghozali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai R?
pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena R dapat naik datau

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, nilai R? adalah 0,721. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan
variasi variabel dependen adalah sebesar 72,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,2%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3 Pembahasan
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar
0,000<0,05 sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pedapatan asli
daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerjakeuangan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati et al., 2012) yang
menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah sebagai
sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana
pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola
sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya
penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan
pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan
berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hal

tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berupa pendapatan
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yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam
peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena nantinya pendapatan
asli daerah yang merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka
pembangunan daerah sehingga terciptanya daerah yang memiliki kemandirian
daerah dan dapat terciptanya otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli
daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Besarnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada
suatu periode dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan belanja sesuai dengan kehendak pemerintah daerah. Pada umumnya
PAD digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi belanja dalam sektor-sektor
produktif, misalnya belanja modal dan belanja barang dan jasa yang berkaitan
secara langsung terhadap peningkatan program kerja pemerintah daerah. Dari
peningkatan program kerja pemerintah tersebut maka pembangunan daerah akan
meningkat dan sarana-prasarana daerah semakin memadai untuk menunjang
peningkatan PAD di tahun berikutnya, sehingga dari peningkatan PAD tersebut
dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka menjalankan otonomi
daerah.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar
0,000<0,05 sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa dana
perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerjakeuangan. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati et al., 2012) yang

menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
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keuangan. Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan
daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang
diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan
tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah
adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat
tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal
penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan
sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Dana
perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kkinerja keuangan
pemerintah daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat
kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah
rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut
membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal
penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan
sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal
tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi
diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat
kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan
ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian
daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang
baik.

Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan

daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang
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diperoleh oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat
menerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada
pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta
bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan
kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip
otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada
dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan
yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusata
kan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau
menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukan
kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik. Karena semakin besar dana
perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka
dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan
pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan tinggi
serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan
kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip
otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana

perimbangan

4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar
0,308>0,05 sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa belanja modal

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerjakeuangan. Hasil penelitian ini tidak
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2016) yang
menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Kkinerja
keuangan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh dari belanja modal
yang diasumsikan adalah pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah
aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan
mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan
bahwa adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta merta menjadi
cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja
keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadi objek
pemborosan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks lain yang mana belanja
modal seharusnya dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan daerah
justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam
melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak
terciptanya benefit dan impact kepada daerah tersebut sehingga sulit untuk
mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah.

Karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan
semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan
investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi Kinerja Keuangan. Belanja
Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian
berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua
belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan
manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Belanja Modal yang baik dari segi

seorang manajer di suatu entitas pemerintahan di daerah yaitu kepala daerah harus
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paham betul asas yang berlaku serta ukuran Kinerja untuk menilai keberhasilan
setiap kegiatan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundangundangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Ada pun ukuran
keberhasilan dari segi Belanja Modal menurut (Halim, 2014) adalah lima tepat,
yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tetap sasaran, dan tetap harga.
Sehingga banyaknya dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal maka nantinya
dapat mewujudkan terciptakanya infratruktur dan sarana yang semakin baik dan
tepat. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai
sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan
kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang
dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengalokasian Belanja Modal secara tepat
dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
sekaligus juga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain
itu, pengalokasian yang lebih banyak pada Belanja Modal nantinya dapat
membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya
sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4.3.4 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengujian statistic F diperoleh nilai signifikan sebesar
0,000<0,05 sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa kinerja keuangan
dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal dan kinerja keuangan.

Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,721 atau 72,1 yang artinya Kinerja
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keuangan Provinsi Sumatera Utara pada BPKAD Sumatera Utara dapat dijelaskan
oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebesar 72,1%.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang
bersumber dari pungutanpungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau
badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang
diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan
pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah yang diatur dalam undang-
undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan
pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten dan kota di
Provinsi Jawa Tengah menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai
sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan
penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam UndangUndang.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai
kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada
pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup
kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam
bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya
kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk
mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk

mempercepat pembangunan daerah.
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Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,
dengan alasan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari
banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak
pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah,
sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya

pun akan semakin banyak.



BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan
Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Badan Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada
Provinsi Sumatera Utara.

3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan
Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara
simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pegelolaan
Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

5.2Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut saran

yang dapat peneliti berikan untuk PemerintahProvinsi Sumatera Utara:

1. Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara perlu untuk
mengurangi dana perimbangan sehingga tingkat ketergantungan keuangan
daerah menurun.

2. Pemerintah Kabupaten Sumatera Utara perlu untuk meningkatkan alokasi
belanja modal terhadap total belanja daerah dan efisiensi belanja daerah.

Belanja daerah yang dialokasikan secara efisien dengan menerapkan
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prinsip kehati-hatian dan transparansi di dalamnya juga dapat
meningkatkan kinerja keuangan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu
diperhatikan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai kinerja

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu 4 tahun anggaran dan
terbatas pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utarasaja, sehingga hasil
penelitian kurang akurat jika digunakan pada populasi yang lebih luas.

2. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Belanja Modal saja, mengingat masih banyak faktor
lain yang juga memengaruhi Kinerja keuangan daerah.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada 3 rasio keuangan dan 2 rasio belanja
daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerah, mengingat masih banyak
rasio lain untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

4. Pengembangan Penelitian Selanjutnya Untuk penelitian selanjutnya yaitu
dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun
anggaran, dapat menambah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel,
dapat menambah variabel yang lebih banyak, dan dapat menambah rasio

keuangan, sehingga hasil penelitian akan lebih valid.
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Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No e Tahun Pendggg::g Asli -Dana Belanja Modal KK
Kota Perimbangan
2017 | 12.368.730.487.859 | 1.364.133.720.884.400 | 35.014.602.821.980 | 0,09
Kab, | 2018 | 14.952048711329 | 11766214 574870 230.200.116.402 | 1,27
" | Asahan 2019 149.647.030.441 1.198.101.351.385 304.478575.304 | 0,13
2020 | 15.930.833.349.194 | 107.118.560.667.100 | 14.698.302.306.525 | 0,15
2017 | 12.848.975.133.188 790.001.619.650 26.070.596.896.400 | 16,26
Kab, | 2018 7.390.682.960.345 951.857.095.064 201.561.437.852 | 7,76
> | airi 2019 74.360.339.717 826.507.837.823 197.567.865.963 | 0.09
2020 8.975.899.787.384 855.999.183.000 13.959.877.798.880 | 10,49
2017 | 84.928.615.115.113 | 1.987.560.013.808 | 74.145.689.703.263 | 42,73
Kab. [2018 | 72.964.859.448.868 | 1.992.298.798.336 670.584.193.040 | 36,62
> Se?jelalng 2019 1.167.794.977.442 | 2.000.833.953.988 703.280.070.640 | 0,58
2020 | 80.971.982.926.842 | 183.729.462.298.800 | 48.030.532.565.190 | 0,44
2017 | 15.786.672.097.613 832.636.278.000 33.953.524.097.711 | 18,96
Kab. |[2018 1.319.020.016.711 970.993.634.321 804.270.116.711 | 1,36
4, Tanah
Karo | 2019 1.773.705.129 1.531.356.154 757.048.872 1,16
2020 1.379.102.962 1.379.111.962 685.819.658 1,00
2017 | 12.467.401.737.534 908.583.176.239 27.792.102.065.300 | 13,72
Kab. [2018 | 16.279.447.201.674 908.583.176.239 139.178.414.287 | 17,92
5. Labuha
nBatu | 2019 175.335.685.316 935.148.005.724 238.729.009.917 | 0,19
2020 | 16.148.660.911.915 | 80.335.912.740.100 | 13.662.134.387.900 | 0,20
2017 | 13.971.764.785509 | 1.868.902.371.908 | 52.716.870.172.216 | 7,48
Kab. | 2018 1.834.309.558.986 | 1.832.309.558.986 | 1.340.032.943.000 | 1,00
® | Langkat 2019 2.491.123.054 2.226.184.130 1.212.698.537 1,12
2020 1.941.036.354 1.941.036.354 1.086.116.531 1,00
Kab. | 2017 8.058.168.893.702 | 1.086.204.333.000 | 26.824.339.753.800 | 7,82
" M"’i‘r?ga” 2018 8.480.992.349.646 | 1.071.095.267.000 199.849.014.896 | 7,92




Natal | 2019 98.758.815.327 979.280.101 206.392.843.127 | 10,84
2020 9.045.477.718.454 741.093.645, 13.815.220.087.464 | 12,58
2017 9.572.616.774.420 | 59.949.352.008.400 | 23.952.386.063.100 | 0,16
Kab, | 2018 8.875.460.611.477 611.725.678.757 207.016.876.762 | 14,91

8. ab.
Nias 019 107.632.139.179 621.468.917.081 190.454.026.585 | 0,17
2020 10.375.539.288.174 | 54.790.503.401.400 | 14.534.576.861.640 | 0,19
2017 25.266.301.552.868 | 165.191.353.446.700 | 29.371.345.061.800 | 0,15
Kab. [ 2018 3.156.679.451.580 2.816.179.451.580 1.688.946.321.000 | 1,12

9. Simalun
gun | 2019 2.442.089.255 2.347.472.353 1.243.341.478 1,04
2020 2.426.599.490 2.426.599.589 1.126.357.674 1,00
2017 11.744.894.750.400 | 83.302.784.892.400 | 27.723.185.274.100 | 0,14
Kab. | 2018 1.259.997.958.244 1.243.242.590.237 920.379.409.000 | 1,01

10. | Tapanul
i Selatan | 2019 1.588.288.029 1.482.795.842 659.619.123 1,07
2020 1.565.235.574 1.565.235.575 591.887.671 1,00
2017 7.271.030.859.053 832.636.278.000 16.752.131.440.309 | 8,73
Kab. | 2018 7.666.088.341.033 905.749.933.000 220.747.371.092 | 8,46

11. | Tapanul
i Tengah | 2019 88.441.123.323 863.854.168.332 219.450.399.719 | 0,10
2020 8.746.931.763.221 | 84.479.694.535100 | 24.431.643.935.800 | 0,10
2017 15.806.727.985.800 | 82.836.161.595.900 | 15.584.495.391.011 | 0,19
Kab. | 2018 11.516.030.220.100 868.012.988.517 181.662.031.563 | 13,27

12. | Tapanul
i Utara | 2019 123.753.915.831 898.881.627.467 194.947.102.674 | 0,14
2020 13.337.509.496.544 | 80.957.022.480.700 | 33.915.997.933.936 | 0,16
2017 5.484.082.364.603 798.493.519.928 19.923.003.116.025 | 6,87
Kab. [ 2018 5.229.896.580.340 716.254.774.000 152.970.216.966 | 7,30

13. Toba
Samosir | 2019 68.046.526.605 735.587.572.963 135.339.350.834 | 0,09
2020 5.740.316.293.328 | 65.935.863.265.300 | 6.658.319.921.700 | 0,09
2017 13.921.762.169.748 719.167.216.158 15.405.996.229.396 | 19,36
Kota | 2018 13.587.092.063.289 725.647.284.000 214.254.227.112 | 18,72

14.
Binjal 5019 108.954.525.370 722.172.307.255 127.213.320.411 | 0,15
2020 11.227.358.610.162 | 66.581.131.600.000 | 10.221.580.925.911 | 0,17




2017 | 173.975.692.263.350 | 212.276.941.979.679.300 | 99.747.599.190.200 | 0,82
Kota | 2018 | 163620451468.353 |  2.157.180.424.946 735.996.886.210 | 75,85
15.
Medan 579 1.829.665.882.248 2.156.807.334.247 992.661.245.694 | 0,85
2020 | 150.948.358.816.701 | 205.622.307.397.800 | 30.827.827.805.733 | 0,73
2017 | 10.544.599.320.423 | 76.454.744.576.200 | 26.283.598.678.400 | 0,14
PKOta 2018 997.384.585.394 977.912.719.161 808.465.215.000 | 1,02
16. ematan
9 2019 1.070.253.953.475 948.523.364 597.491.807 113
Siantar
2020 1.052.660.950 1.052.660.950 546.406.258 1,00
2017 | 10.367.220.393.817 | 49.049.963.981.800 | 12.482.437.493.652 | 0,21
Kota | 2018 8.124.573.381.160 512.639.624.901 142.467.823.362 | 15,85
17. |
Sibolga 5579 69.312.217.832 502.391.227.055 81.569.259.139 0,14
2020 7.953.931.641.203 | 46.420.815.400.800 | 8.604.123.737.600 | 0,17
2017 6.510.826.661.552 | 53.980.490.006.000 | 12.495.057.956.400 | 0,12
Kota | 2018 831.473.050.228 625.773.050.228 530.190.296.000 | 1,33
18. | Tanjung
Balai | 2019 656.100.953 648.523.364 597.491.807 113
2020 744.302.284 745.464.770 398.745.108 1,00
2017 1.132.287.468.717 | 56.691.782.968.400 | 18.415.616.247.800 | 0,02
Kota | 2018 790.416.665.396 704.172.428.178 547.815.047.000 | 1,12
19. | Tebing
Tinggi | 2019 744.910.136 419.071.661 712.955.521 178
2020 600.925.434 656.652.861 380.088.729 0,92
2017 | 10.964.041.928.055 | 67.318.939.711.800 | 18.409.396.756.676 | 6,62
Pgdoatﬁg 2018 7.506.357.509.273 641.432.737.569 184.093.967.563 | 11,70
2. | -
S'dgnmp” 2019 87.432.283.185 693.704.664.731 856.448.347 013
2020 6.400.414.263.459 | 60.384.664.595.600 | 6.637.904.947.614 | 0,11
2017 2.932.048.744.676 442.967.749.000 13.836.342.736.676 | 6,62
Kab. | 2018 2.006.120.792.274 431.431.968.000 118.336.626.935 | 4,65
21. | Pakpak
Bharat | 2019 33.515.937.645 462.549.741.238 145.937.021.774 | 0,07
2020 2.169.079.928.298 | 39.512.004.534.200 | 6.370.228.729.500 | 0,05
2017 1.845.026.670.007 768.617.877.771 22.232.843.792.400 | 2,40
22. Kab.
Nias | 2018 1.960.573.478.242 771.694.298.994 221.305.834.645 | 2,54




Selatan | 2019 25.664.883.761 859.504.478.763 238.978.343.319 | 0,03
2020 1.659.880.414570 | 96.846.432.032.000 | 29.343.451.312.526 | 0,02
2017 8.559.835.702.701 | 71.993.323.187.600 | 22.470.295.370.700 | 0,12
Kab.
Humban | 2018 9.273.585.381.293 681.797.476.833 168.860.963.829 | 13,60
23. g
Hasund | 2019 73.757.931.630 707.685.265.766 177.278.522.408 | 0,10
utan
2020 6.793.769.474.672 | 64.988.803.158.300 | 11.846.493.559.900 | 0,10
2017 10.731.129.022.863 | 102.414.817.038.300 | 23.860.491.131.100 | 0,10
Kab. [ 2018 16.438.297.221.304 |  1.128.928.302.000 349.104.338.217 | 17.22
24. | Serdang
Bedagai | 2019 1.647.549.345 1.577.040.180 797.088.981 1,05
2020 1.603.911.841 1.665.849.841 722.092.473 0,96
2017 4.744.662.338.936 615.308.732.000 186.281.849.902 | 7,71
Kab, | 2018 4.744.662.338.936 615.308.732.000 186.281.849.902 | 7,71
25. g
Samosir 57g 60.497.449.963 636.204.549.291 164.093.834.379 | 0,10
2020 6.037.380.662.991 | 54.554.098.893.300 | 10.796.658.063.827 | 0,11
2017 6.694.479.637.652 | 78.199.782.428.000 | 16.442.000.264.600 | 0,09
Kab. | 2018 6.322.591.617.300 784.874.225.863 139.977.493.680 | 8,06
26. | Batubar
a 2019 1.335.269.414 1.208.154.445 625.198.759 111
2020 1.257.910.799 1.356.120.136 559.938.068 0,93
2017 52.299.754.095 715.103.544.000 247.447.823.079 | 0,07
Kab. | 2018 5.652.905.975.000 961.343.088.579 221.963.650.130 | 5,88
27. | Padang
Lawas | 2019 13.475.924.959 743.812.943.726 204.458.003.516 | 0,02
2020 4.405.562.127.444 | 72.202.863.417.100 | 14.336.654.180.800 | 0,06
2017 7.452.491.969.280 | 70.933.308.017.600 | 31.257.117.220.000 | 0,11
Kab. =578 7.430.609.749.989 700.703.635.068 196.036.175.259 | 10,60
28, Padang
bat‘g’fas 2019 42.929.111.657 763.032.737.308 247.484.629.027 | 0,06
2020 5.196.961.958.800 | 69.557.253.549.600 | 15.215.518.088.300 | 0,07
2017 41.169.542.000 741.734.194.000 227.492.997.052 | 0,06
Kab. =18 930.600.477.992 889.737.191.660 719.576.678.000 | 1,05
29 Labuha
nBatu 519 1.025.077.259 950.982.910 522.537.176 1,08
Selatan
2020 1.048.005.583 1.048.005.583 479.053.624 1,00




2017 43.182.972.000 707.636.391.000 74592574628 | 0,06
Laﬁ?‘a 2018 | 5.701.069.054581 | 8.642.562.014.242 | 223.037.632.087 | 6,60
% rb?;[: 2019 70.122.562.532 817.231.451.960 258.116.878.081 | 0,09
2020 | 5549400570223 | 71.952.716.992.900 | 10.341.624.303.659 | 0,08
2017 | 7.517.385.818570 | 55.570.664.734.600 | 25.167.586.917.500 | 0,14
Kab. [2018 | 14.068.379.741.907 |  564.777.933.815 195.095.726.860 | 24,91
31' u'\i::r; 2019 57.961.363.629 659.120.965.964 258.215.519.657 | 0,09
2020 | 5.887.896.997.409 | 55.900.474.498.900 | 17.799.276.057.578 | 0,11
2017 36.239.996.548 506.809.585.092 199.747.992.746 | 0,07
Kab. [2018 739.404.521.465 709.049.265.465 576.283.975.000 | 1,04
* BNa:f:t 2019 772.659.821 710.942.947 359.696.080 1,09
2020 857.534.77 857.532.770 332.435.947 1,00
2017 | 3.652.570.620.000 | 54.684.808.257.400 | 24.961.759.885.250 | 0,07
Kota |2018 | 3.406.628.577.760 |  552.039.778.301 183521.284315 | 6,17

33. | Gunung
Sitoli | 2019 35.209.121.388 559.004.823.827 156.757.286.042 | 0,06
2020 | 2.553.025.295.337 | 52.918.658.877.900 | 14.587.761.473.600 | 0,05




Data Kinerja Keuangan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Kemandirian

Tahun Rasio Kemandirian (%) Keterangan
2017 168,21% Sangat Baik
2018 355,24% Sangat Baik
2019 26,98% Rendah
2020 37,04% Rendah




Data Surplus/Defisit (Anggaran) Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota | Tahun Total Total Keterangan
Pendapatan Belanja
2017 844.661.608.525 3.742.554.992.965 | (2.897.893.384.440)
Kab. Deli | 2018 | 3.640.579.921.809 | 3.822.171.768.018 181.591.846.209)
Serdang 2019 | 4.009.331.169.223 | 4.117.510.420.191 (108.179.250.968)
2020 | 3.620.159.870.638 | 3.699.187.861.349 (79.027.990.711)
Kab. 2017 | 1.123.424.056.879 | 1.048.412.637.591 75.011.419.288
Tapanuli | 2018 | 1.255.903.303.259 | 1.140.489.722.668 (94.267.235.835)
Tengah 2019 | 1.255.611.869.758 | 1.349.879.105.611 (94.267.235.853)
2020 | 1.215.015.381.545 | 1.398.159.729.915 (183.144.384.370)
Kab. 2017 | 1.231.044.439.187 | 1.273.906.756.787 (42.862.317.600)
Tapanuli | 2018 | 1.313.649.617.104 | 1.369.671.636.252 (56.022.019.148)
Utara 2019 | 1.343.753.897.013 | 1.388.428.656.501 (44.674.759.488)
2020 103.038.584.850 1.655.119.008.883 | (1.552.080.424.033)
Kab. 2017 | 1.144.993.009.515 867.991.104.484 277.001.905.031
Toba 2018 | 1.025.891.585.709 840.920.337.688 168.971.248.021
Samosir 2019 | 1.105.275.707.690 | 1.144.541.013.207 (39.265.305.517)
2020 995.712.384.095 1.049.082.730.982 (53.370.346.887)
Kab. 2017 868.227.131.188 791.096.977.360 95.130.153.828
Samosir 2018 775.520.026.980 699.423.944.108 76.096.082.800
2019 64.942.653.826 905.247.212.236 (840.304.558410)
2020 820.098.780.819 866.633.884.458 (46.535.103.639)
Kab. 2017 | 1.290.315.127.083 | 1.244.403.744.949 45.911.382.134
Labuhan | 2018 | 1.277.566.050.295 | 1.386.434.351.725 (108.868.301.430)
Batu 2019 | 1.500.609.870.663 | 1.579.560.837.215 (78.950.966.547)
2020 | 1.315.981.548.668 | 1.347.148.302.852 (31.166.754.184)
Kota 2017 | 5.523.623.117.419 | 5.554.084.308.979 (30.461.191.560)
Medan 2018 | 5.239.408.011.116 | 5.451.085.765.928 (211.677.754.812)
2019 | 6.257.239.035.331 | 6.304.555.945.273 (47.316.909.942)
2020 | 4.757.852.448.866 | 5.254.667.074.399 (496.814.625.533)
Kota 2017 964.903.163.076 978.587.608.010 (13.684.444.934)
Binjai 2018 | 1.016.120.996.332 | 1.046.263.020.045 (30.142.023.713)
2019 181.288.178.600 1.065.634.126.708 (884.345.945.108)
2020 984.656.093.498 992.042.718.495 (7.86.624.997)
Kota 2017 641.144.963.392 658.827.201.482 (17.682.238.090)
Sibolga 2018 697.755.443.293 718.337.612.566 (20.562.169.273)
2019 643.240.051.780 644.821.134.678 (10.581.082.898)
2020 625.407.542.812 648.166.634.061 (22.759.091.249)
Kota 2017 719.270.111.464 844.661.608.525 (125.391.497.061)
Gunung 2018 719.325.445.542 912.830.465.918 (193.505.020.376)
Sitoli 2019 732.766.971.317 923.794.255.229 (191.027.283.912)
2020 715.112.776.051 753.470.570.374 (38.357.749.323)




Data Surplus/Defisit (Realisasi) Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota Tahun Total Total Keterangan
Pendapatan Belanja
2017 3.332.039.840.502 3.377.738.242.083 (45.698.401.581)
Kab. Deli 2018 3.363.304.583.385 3.422.610.573.014 (59.305.989.629)
Serdang 2019 3.573.056.389.618 3.601.407.369.876 (28.350.980.258)
2020 3.335.349.826.580 3.274.161.220.722 61.188.605.858
Kab. 2017 1.094.002.131.630 981.439.903.033 112.562.228.597
Tapanuli 2018 1.216.899.572.344 1.001.324.391.936 215.575.180.408
Tengah 2019 1.206.241.246.106 1.226.312.258.777 (20.071.012.671)
2020 1.185.787.162.520 1.262.417.323.849 (76.630.161.329)
Kab. 2017 1.221.109.579.448 1.203.503.299.521 17.606.279.927
Tapanuli 2018 1.290.537.707.622 1.293.977.148.593 (3.439.440.971)
Utara 2019 1.333.001.122.805 1.306.760.873.866 26.240.248.939
2020 1.290.868.909.824 1.486.351.970.646 (195.483060.822)
Kab. Toba 2017 1.143.385.638.313 977.145.758.410 166.239.879.903
Samosir 2018 994.826.109.404 915.154.134.001 79.671.975.403
2019 1.075.193.000.279 1.061.087.958.908 14.105.041.371
2020 1.006.299.214.620 997.957.281.587 8.341.933.033
Kab. 2017 823.802.199.615 715.279.556.480 108.522.643.135
Samosir 2018 802.686.254.059 664.127.057.315 138.559.196.744
2019 885.111.158.054 855.013.190.480 30.097.967.574
2020 798.541.589.906 808.468.951.865 (9.927.361.959)
Kab. 2017 1.164.296.889.256 1.121.241.908.878 43.054.980.378
Labuhan 2018 1.221.119.537.810 1.150.307.799.140 70.811.738.670
Batu 2019 1.318.715.109.320 1.367.519.966.301 (48.804.456.981)
2020 1.177.755.366.136 1.187.860.181.508 (10.104.815.372)
Kota 2017 4.409.065.482.200 4.395.825.169.224 13.240.312.976
Medan 2018 4.253.618.758.532 4.215.003.353.126 38.615.405.406
2019 5.518.768.106.206 5.060.725.686.081 458.042.420.125
2020 4.121.585.751.572 3.993.254.230.493 128.331.521.079
Kota 2017 879.551.758.424 849.025.483.683 30.526.274.741
Binjai 2018 901.168.855.458 934.014.777.704 (32.845.922.246)
2019 910.979.480.197 905.176.183.077 5.803.297.120
2020 881.734.638.292 879.245.168.648 2.489.469.644
Kota 2017 615.864.227.562 597.687.532.071 18.176.695.491
Sibolga 2018 622.367.464.687 636.738.976.516 (14.371.511.829)
2019 610.446.000.905 581.264.116.046 29.181.884.859
2020 617.321.840.304 568.424.346.936 48.897.493.368
Kota 2017 691.423.299.086 778.005.373.504 (86.582.074.418)
Gunung 2018 702.840.277.058 702.837.581.847 2.695.211
Sitoli 2019 730.739.514.033 732.295.074.460 (1.555.560.427)
2020 703.793.539.789 719.249.942.771 (15.456.402.982)




Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 173975692263350.0 | 23740679367004.57 | 44944908601586
40 32209121388.00
0 40 .83600
DP 212276941679300.0 | 29537151585433.10 | 51126670673412
40 502391227055.00
0 50 .65000
BM 13420389907972.04 | 21001321655835
40 81569259159.00 | 99747599190200.00
90 .11300
KK 40 .05 75.85 7.8224 14.78505
Valid N (listwise) 40

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 40
Normal Parameters®” Mean .0000000
Std. Deviation 7.81492729

Most Extreme Differences  Absolute 135
Positive .135

Negative -111

Test Statistic 135
Asymp. Sig. (2-tailed) .063°

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.




Frequency

Histogram
Dependent Variable: KK
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Mean = -2 24E-16
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Mormal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Scatterplot
Dependent Variable: KK
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Regression Studentized Residual
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 7.676 1572 4.884 .000

PAD 3.294E-13 .000 1.001 8.641 .000 .578 1.731
DP -2.200E-13 .000 -.761 -6.634 .000 .590 1.694
BM -8.764E-14 .000 -.124 -1.035 .308 .537 1.864

a. Dependent Variable: KK




ANOVA?

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 6143.455 3 2047.818 30.951 .000°
Residual 2381.850 36 66.163
Total 8525.306 39

a. Dependent Variable: KK
b. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

Model Summary”

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .849° 721 .697 8.13403 2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD
b. Dependent Variable: KK
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Memohon kepada Bapak untuk pembuatan 1zin Peneliban sebaga syarat untuk memperoleh data dan
identifikas masalah dan perusahaan tersebut wuna pengajuan judul penelitian

Benkut saya lampirkan syarat-syarat lasn

| Transknp mla sementara

2 Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan 1t suya buat dengan schenamya, atas perhanan Bapak saya ucaphan tenma kasih

Diketnh Wassalam
Ketua/Sekretari grigu Studi Pemohon

Arant Satagin, §¢ 41 (fin Yuni Bagka



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Unggul cerdas] TePercony Website : http//www.umsuacid Email : rektor@umsu.ac.id

,,,,

Nomor @ 1384/11.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, |2 Dzulgaidah 1442 H
Lampiran : 23 Juni 2021 M

Perihal : Izin Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
JIn. Gatot Subroto No.361, Lalang, Kec. Medan Sunggal 20126 Medan
di-
Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk ity kami
memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi Kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa
kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan
skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (
S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Nama : Rinn Yuni Aniska
Npm 21705170103
Program Studi  : Akuntansi
Semester : VIII ( Delapan)

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2016-2019

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullashi Wabarakatuh

(=] .3 =]
s ’ ol
’@‘% H. Jinuri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Julan Jenderal Gatot Subrolo Nomor 381 Talapon 4557009 - 4524594
Fax (001) 4527480 Madan 20119

REKOMENDASI PENELUTIAN ’
Nomor : 070- /76 9 IBKIL.PIVI2021
1. Dasar . a. Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2011 Tentang Pedoman
I'enerbitan Rekomendasi Penelitinn,
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi
Tugas.lungsi, Uraian Tugas dan lata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara.

2. Menimbang . Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Nomor: 1384/11-3-AU/UMSU/05/F/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Perihal

Rekomendasi Penclitian,
MEMBERITAHUKAN BAHWA

a. Nama : Rurin Yuni Anska

b. Alamat : Medan

c. Pckerjaan : Muhasiswa

d. Nip/Nim/KTP : 1705170103

¢. Judul : Pengarub Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016-2019.

f. Lokasi/Dacrah : Badan Pengelolaan Kcuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara

g. Lamanya ¢ 3 (Tiga) Bulan

h. Pesena . Sendin

1. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan
catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga
ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban
umum di daerah setempat
c¢. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pencliti, penclitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke
Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka
rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ljin Penelitian,

Medan, 28 Juni 2021
An. KEPALA BADAN KESBANGPOL
- PROVINSI SUMATERA UTARA
/73 KABID PENANGANAN KONFLIK
7 DAN K[i\v\/\SPADMN NASIONAL

by f

o }“w

Nive N
s \ —~-BUDIANTO TAMBUNAN, SE, MSi
.\ PEMBINA UTAMA MUDA
T NP 19640526 199803 1 002

[}

Tembusan

1. Bapak Gubernur sumatera Utara (Sebagai laporan)

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Ka Balitbang Provsu

4. Dekan FFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhummadiynh Sumatera Utara
5. Pertinggal




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Y) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DACRAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantal 7

MEDAN

Medan, 2o Agustus 2021

Nomor ot (2363 [Stkr [202) Kepada Yth :
Sifat : Dekan Fakullas Ekonomi dan Bisnis
Lampiran : Unlv. Muhammadiyah Sumatera Ulara
Penhal . Penelitan
di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polik
Provinsi Sumatera Utara Nomor 070-1769/8KB P/VI/2021 tanggal 28 Jum 2021,
Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  Nomor 1384/11 3-
AU/UMSU/05/F /12021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Rekomendasi Penelitian atas
nama .

Nama * Ririn Yuni Ariska

NIM : 1705170103

Jurusan . Akuntanst

Judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa dialas akan
melaksanakan Penelitian, dari tanggal 23 Agustus s/d 23 November 2021
selanjutnya hasil penelitian tersebut dikinm ke Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
“KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- ¥

A SE e

P
// o

NIP. 19670818 199401 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : hitp//www.umsu.ac.id Emall : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Certas | Terpercay

i Nomor : 2305/1L.3-AU/UMSU-05/F2021 Medan, 17 Shafar 1443 H
Lamp. t- 24 September 2021 M
Hal : Menyelesaikan Riset
Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Pengelolaan Kenangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
JIn. Imam Bonjol No.18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan

Di-

Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan
bapak/ibu untuk memberikan  kesempatan pada mahasiswa kami  melakukan riset  di
perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan
Skripsi pada Bab IV - V, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat
Keterangan telah sclesai riset dani perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu
persyaratan dalam penyelesaian progrum studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara tersebut adalah:

Nama : Ririn Yuni Ariska
NPM : 1705170103
Semester . IX (Sembilan)

Program Swudi  : Akuntansi

Judul Skripsi @ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan
terima Kasih.

Wassalamu *alatkum Warahmatullahi Wabarakatuh

e

A

G
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PEMERINTAH PROVINS]I SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Benjol Nomor I8 Gedung Bank Sumat Lantai 7

MEDAN

Medgan, (. Oktober 2021
Nomor /29 / Kepada Yth
Sitat i / ) - Dekan Fakultas Ekonoms dan Bisnis
Lampiran Urwy  Muhammadiyah Sumatera Utara

Penhal Selesa: Risel i
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Sural Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Brsnis Nomor 2305711 3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 24
September 2021, Pernhai Menyelesaikan Riset atas nama

Nama Rin Yurm Anska

NiM 1705170103

Jurusan Akuntans:

Judul Pengaruh Pendapatan Ask Daerah Dana Perimbangan

dan Beian@a Modal Terhadap Kwena Keuangan
Pemenniah Kab/Kota Prowns: Sumatera Ulara Pada
Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah
Provins: Sumatera Utara

Dengan i kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa diatas telsh
melaksanakan RisetPeneitian pada Badan Pengeioiaan Keuangan dan Aset
Daerah Provins: Sumalera Utara

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya

an. KEPALA BADAN PENGELOLAAN




MAJELIS PENDIDIKAN TI1GG) MUHAMMADIYAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIVAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU 7 Kapt Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

ot | Lo | T

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

:mnMnhniswa ¢ Ririn Yuni Ariska
: 1705170103
Program Sn.ndi ‘ . Akuntansi
:onsenm e : Akuntansi Scktor Publik
ama Dosen Pembimbing Seprida Hanum Harahap, SE.. $S.. M.Si

JudulPenclitian : Pengaruh Pendapatan Asli Dacrah, Dana

Perimbangan dan Belunja Modal Terhadap l?incrjn
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Medan, 01 Juni 2021

Diketahui olch Disctujul Oleh
Ketua Program S
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MAJLIS PENDIDIKAN TINGGEMUNAMMADIY AN
UNIVERSITAS MUHAMMADIVAH SUMATERA LTARA
FAKUL TAS FKONOMI DAN BISNIS
J. Kapt. Mukhtar Basri No. ) Tel. (061) 6624%67 Ext: 304 Medan 220238

T

—t

-\ ’
PENGESAHAN PROFOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntans yang disclenggarakan pada hari Rebw. 24
Juli 2021 mencranghan bahwa.

Nama “Rinn Yuni Anska

NPM 21705170103

Tempat / Tgl Lahir Tuban. 03 Juni 1999

Alamat Rumah L Pipit 11 No 423 Prumnas Mandala Mcdan

Judul Proposal Pengaruh Pendapatan Asl Dacrah. Dana Perimbangan dan Belanja Modal

Terhadap Kineria Kcuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provins Sumatera
Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Provinsi

Sumatera Utara

Proposal dinyatahan syah  dan memenuhi Syarat  untuk menulis Sekripsi dengan

pembimbing &r\ﬁﬁ “ﬂ‘\um “W:QEo“;M(\

Mcdan., 28 Juli 2021

1IM SEMINAR
Sckretans

| -

Zuha Hanum SIE \

Ketua

Futriani Saragih. SE.M S

Pembanding

(et s

Suhma Lesmana, SE NS

Pegrbhimbing

Seprida Hanum Harahap. SI2SS. M S

Diketahur - Disetugun
an Dekan
Wakil Deban |

Dr. Ade Guhawan. SI



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULLTAS EKONOMI DAN BISNIS
JI. Kapt. Muchtar Basri No. 3 W (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini  Rabw, 28 Jull 2021 telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
menerangkan bahwa :

Nama : Ririn Yuni Ariska
NPM. : 1705170103
Tempat / Tgl.Lahir : Tuban, 03 Juni 1999

Alamat Rumah
Judul Proposal

Disetujui / tidak disetujui *)

: J1. Pipit 111 No.423 Prumnas Mandala Medan

: Pengaruh Pendapatan Asli Dacrah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal
Terhadap Kinerja Kcuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2016-2019

Item

'Komentar

Judul

Tahun data tidak perlu di tlis pada judul

Bab |

- data tentang Provinsi Sumatera Utara seharusnya data meliputi semua
kabupaten/kota se Sumut secara rinci

- kalogak sanggup meneiliti semua kabupaten / kota cukup meneliti kabupaten / kota
yang ada masalah penelitian saja

- belum ada masalah penclitian karena tidak ada fenomena/gap praktik dengan teor-
teori ttg variabel penelitian

-identifikasi masalah tidak relevan denga latar belakang masalah secharusnya
identifikasi menggambarkan rangkuman dari latar belakang maalah

Bab II

- teori peacock and wiseman itu mana referensinya kok dangkal kali teorinya (harus
rinci dan jelas didukung dari penelitian terdahulu)

- Pertama yg dibahas dalam landasan teori adalah teori-teori tentang variabel
dependen

- sub judul penelitian terdahulu itu diawali narasi pengantar dulu baru tabel kalo cuma
tabel aj isi ya aneh

- kerangka konseptual dijelaskan dengan penguatan dari hasil-hasil penelitian
terdahulu yang relevan bukan common sense

- hipotesis penelitian tidak menggunakan nota H1,H2,H3 dlI

Bab 111

Pada teknik analsis data jelaskan menggunakan software statistik apa ? versi brp °

Lainnya

- Minimum artikel 3 dosen akuntansi umsu termasuk milik pembimbing yg relevan |
dgn topik wajib dikutip dalam proposal ini dan disajikan di daftar pustaka




Kesimpulan Perbaikan Minor ~ Seminar Ulang
Perbaikan Mayor

TIM SEMINAR
Ketua Sekmlm

Fitriani Saragih.SE.M Si Zulia Narum. SE ys“

imbing Pembanding

et

— |
Seprida Hanum Harahap. SE, SS. M.S) Sukma Lesmana, SE .M Sy

Medan, 28 Jull 2021



